
Menimbang 

Mengingat 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 
NOMOR \.. TAHON 2016 

TENTANG 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUAS IN, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, perlu membentuk Peratura n Daerah 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tcntang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4181); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia NoJnor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Rep ublik 
Tndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang . . . 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

12 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tal-iun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Peme1intahan Berbasis 
Akrual pada Pemeri.ntahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

15. Peraturan Menteli Oalam ·Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). 

Dengan ... 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN 

dan 

BUPATI BANYUASIN 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin . 

4 . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin. 

5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang roempunyai batas-batas wilayah 
yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pem.erintahan dan kepentingam masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendi.ri berdasarkan a spirasi masyarakat 
dalam sistero Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat clinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah .. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
peroerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah <lan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Pera turan Daerah. 

9 . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Bupati yang karena ja.batannya 
menyelenggarakan keseluruhan 
daerah. 

Keuangan Daerah adalah 
mempunyai kewenangan 

pengelolaan keuangan 

l O. Pejabat . . . 
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10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat PPKD Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan 
Daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

1 I. Bendahara Um um Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

12. Kuasa BUD adalah pejabat yang di.beri kuasa untuk 
melaksanakan tugas bendahara umum daerah. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 
selaku pengguna anggaran/barang. 

14. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 

15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya. 

16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpi.nnya. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan se½agian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagi.an tugas dan fungsi. 
SKPD. 

18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

2 1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyiropan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan 
pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

22. Bendaha.ra Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabka n uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan 
APBD pada SKPD. 

23. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

24. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 
daerah. 

25. Pendapatan . .. 
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25. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

27. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 

28. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 

29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kemba]j, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

30. Sisa Lebih Perhitungan .'\nggaran yang selanjutnya disingkat 
SILPA adalah selisih lcbi.h realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selan1a satu periode anggaran. 

3 1. Pinjaman Daerah adalah sen1ua transaksi. yang 
mengakibatkan daerah menerima sej umlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai ua.ng dari pihak lain 
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

32. Kerangka Pengeluaran Jangka menengah adalah pendekatan 
penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan 
keputusan terhadap kebijakan tersebu t dilak'Ukan dalam 
perspektif lebih dari satu tahun anggarai.1, dengai.1 
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang 
bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam 
praki.raan maju. 

33. Praki1·aan Ma.ju (forward estimate) adalah perhitungan 
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari 
tahun yang direncanakan gU11a memastikan kesinambungan 
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar 
penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

35. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan 
rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara 
termtegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan 
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip 
pencapaian efisiensi alokasi dana. 

36. F'ungsi adalah pervrujudan tugas kepemermtahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional. 

37. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk 
upaya yang be1isi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 

38. Kegiatan .. . 
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38. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau satu lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik 
yang ben1pa personal (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (input) untuk mengha'Silkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/jasa. 

39. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

40. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk men.dukung 
pencapaian sasaran. dan tujuan program dan kebijakan. 

4 J. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari. kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. 

42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
Selanjutnya disingkat RPJMD adalah doku,men perencanaan 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

43. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut 
Rencana Ke1ja Peme1intah Daerah (RKPD), adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

44. Rencana Kerja dan Anggaran SK.PD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD ada.lah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi progran1 dan kegiatan SKPD serta 
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

45. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah merupakan program prio1itas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan. kepada 
SKPD untuk Setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan R.KA-SKPD. 

47. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SK.PD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

48. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab atas pelak.sanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 

49. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 
SP2D adalall dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

50. Surat .. . 
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50. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pen&,auna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D 
atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

51. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disingkat SPM- LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada 
pihak ketiga. 

52. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan 
untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan 
operasional sehari-hari . 

53. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai 
kegiatan operasional kantor sehari-hari. 

54. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti 
uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

55. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah 
batas pagu uar1g persediaan yang telah ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan. 

56. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian at.au akibat 
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 
akibat lainnya yang sah. 

57. Barang Milik Dae rah adalah semua barang yang d ibeli a tau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

58 . Utang Daerah adalah jum.lah uang yang wajib dibayar 
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab 
lainnya yang sah. 

59. Dana Cadangan adala h dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerluka n dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam Satu tahun anggaran. 

60. Sistem . . . 
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60. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah adalah 
merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang 
dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas 
dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan 
evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan 
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan 
Peraturan Perundang-undangan. 

61. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, 
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adaJah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan 
pemerintah daeraJ1 yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dru.1/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

63. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yru.1g menyatukan tersedianya dana untu k 
melaksana.kan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

64. Investasi adalah penggunaan aset untuk 1nemperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial 
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : 

a. hak daerah untuk rnemungut pajak daerah dan retribusi 
daerah sert.a melakukan pinjaman; 

b. Kewajiban dacrah untuk menyelenggarakan urusan 
pernerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. penerirnaan daerah; 

d. pengeluaran daerah; 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak 
Jain yang dapat dinilai dengan uang, tennasuk kekayaan yang 
dipisahkan pada perusahaan daerah; 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pernerintah daerah. 
daJam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerab 
dan/atau kepenti.ngan umum. 

Pasal . . . 



, 
t, 

9 

Pasal 3 

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam 
Peraturan Daerah ini n:1eliputi : 

a . asas umum pengelolaan keuangan daerah; 

b. pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; 

c . struktur APBD; 

d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; 

e. penyusunan dan penetapan APBD; 

f. pelaksanaan dan perubahan APBD; 

g. penatausahaan keuangan daerah; 

h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

1. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; 

J. pengelolaan kas umum daerah; 

k. pengelolaan piutang daerah; 

I. pengelolaan investasi daer-ah; 

m . pengelolaan barang milik daerah; 

n. pengelolaan dana cadangan; 

0 . pengelolaan utang daerah; 

p . pembinaan dan pengawa:,,an pengelolaan keuangan daerah; 

q. penyelesaian kerugian daerah; 

r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 

s . pengaturan pengelolaan keuangan daerah. 

BAB Ill 

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 4 

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, lTansparan, 
dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyaraka t. 

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang 
setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB ... 
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BAB IV 

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pa;;al 5 

(1) Bupati selaku Kepala Pemerintab Kabupaten adalah 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan 
mewa kili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan 
sebagaimana dimaksud 
kewenangan : 

pengelolaan keuangan da erah 
pada ayat (1), mempunyai 

a. menetapkan kebijaka.n tentang pelaksanaan APBD; 

b. menetapkan kebijakan tenta ng pengelolaan barang 
daerah; 

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; 
d . menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 

pengeluaran; 
e . menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pemungutan dan/atau penerimaan daerah; 

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 
pengelolaan utang dan piutang daerah; 

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 
pengelolaan barang milik daerah; 

h . menetapkan pejabat yang bertugas melal<ukan pengujian 
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 

(3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimalrnud pada ayat (I ) dilaksanakan oleh : 

a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah s elalru 
PPKD; 

b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ barang 
dacrah. 

(4) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku Koordinator 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kekuasaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aya t (3) dan aya t (4), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 6 

(1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 aya t (4) mempunyai tugas koordinasi 
di bidang: 

a. penyusunan . . . 
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a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
APBD; 

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
barang daerah; 

c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan 
APBD; 

d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat 
pengawas keuangan daerah; 

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Selain tugas-tugas sebaga.imana di:mal<sud pada ayat (1), 
Koordinator Pengelolaa.n Keuangan Daerah juga mempunyai 
tugas: 

a . memin1pin tim anggaran ·pernerintah claerah; 

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 

c. roenyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi 
keuangan daerah lainnya berdasarkan 
dilimpahkan oleh Bupati. 

pengelolaan 
h"Uasa yang 

(3) Koordi.nator pengelolaan keuangan daerah bertanggung 
jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
aya.t (1) dan ayat (2) kepada Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

Pasal 7 

(1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah; 

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan 
APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; 

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 
dilimpahkan oleh Bupati. 

(2) PPKD . . . 
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(2) PPKD selaku BUD beiwenang: 

a . menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA-SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

d . memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan 
dan pengeluaran kas daerah; 

e . melaksanakan pcmungutan pajak daerah; 

f. rnemantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 
APBD oleb bank dan/atau lembaga keuangan lainnya 
yang ditunjuk; 

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan 
dalan1 pelaksanaan APBD; 

h. menyimpan uang daerah; 

l. menetapkan SPD; 

melaksanaka n pen em pa tan uang 
mengelola/menatausahakan investasi: 

J- daerah dan 

k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum 
daerah; 

I. rnenyiapkan pelaksanaan pmJaman dan pemberian 
pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten; 

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama 
Pemerintah Kabupaten; 

n. melakukan pengelolaan utang dan piuta.ng daerah; 

o. melakukan penagihan piutang daerah ; 

p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah; 

q. menyajikan infonnasi keuangan daerah; 

r. melaksanakan keb.ijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang milik daerah. 

Pasal 8 

(1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan 
kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD. 

(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas : 

a. menyiapkan anggaran kas; 

b. menyiapkan SPD; 

c. menerbitkan SP2D; 

d. menyunpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan 
daerah. 

(4) Kuasa ... 
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(4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), huruf f, 
huruf g, huruf h , huruf j , huruf k, huruf m, huruf n, dan 
huruf o Peraturan Dacrah ini. 

(5) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD. 

Pasal 9 

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan 
SKPKD untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut: 

a . menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan 
APBD; 

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

c . m elaksanakan pemungutan pajak daerah ; 

d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 
atas nama pemerintah daerah ; 

e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
keuangan daerah; 

f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 

g. melaksa nakan kebijakan d a n pedoman pengelolaan serta 
penghapusan barang milik daerah. 

Bagian Keem;;>at 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah 

Pasal 10 

Pejabat Pengguna Angga1·a n / Pengguna Barang Dae.rah 
mempunyai tugas dan wewenang : 

a. menyusun RKA-SKPD; 

b . menyusun DPA-S KPD; 

c . melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja ; 

d . melaksanakan anggaran S KPD yang dipirnpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan mem erintahkan 
pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan penerirnaan bukan pajak; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 
dalam ba ta s angga ran yang telah ditetapkan; 

h . mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 

1. mengelola barang rnilik daerah/kekayaan daerah yang 
menjadi tanggungjawab S KPD yang dipiropinnya; 

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya; 

k. mengawas i .. . 
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k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

I. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna 
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
Bupati; 

m . bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pas:i.l 11 

{l) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada kepala unit ke1ja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna 
Anggaian/ Pengguna Barang. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, 
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban 
kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan objektiflainnya. 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimal<sud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi : 

a . 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
atas beban anggaran belanja; 

melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; 

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 

mengadakan ikatan/perjartjian kerjasama dengan pihak 
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

menandatangani. SPM-LS dan SPM-TU ; 

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang 
dipimpi.nnya; dan 

melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaian 
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat 
pengguna anggaran. 

(5) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l) bertanggung jawnb atas pelaksanaan 
tugasnya kepada pengguna a.nggaran/pengguna barang. 

Bagian Kelima 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Pas al 12 

(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara.n 
dalam melaksanal{an program dan kegiatan dapat menunjuk 
pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. 

(2) PPTK ... 
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(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), mempunyai tugas 
mencakup: 

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b. melaporkan perkernbangan pelaksanaan kegi.atan; 

c . menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 
pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 13 

(1) Penunjukan PP'l'K sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 
ayat (1), berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 
anggaran kegiatan, be ban kerja, lokasi, dan/ a tau rentang 
kendali da:n pertimbangan objektif Jainnya. 

(2) PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

Bagian Keenam 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Pasal 14 

( 1) Dalam rangka melaksa.nakan wewenang atas penggunaan 
anggaran yang climuat <la.lam DPA-SKPD, kepala SKPD 
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan 
Keuangan SKPD. 

(2) Pejabat Penatausahaan Keua.ngan SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 

a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; 

b. rneneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang 
diajukan oleh Benda.hara Pengeluaran : 

c. menyiapkan SPM; 

d. menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 
merangkap sebagai pejabat yang bertugas 
pemungutan penerimaan negara/ daerah., 
dan/atau PPTK. 

Bagian Ketujuh 

tidak boleh 
melakukan 
bendahara, 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 15 

(l) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Penerimaan 
untuk melaksanal<an tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD. 

(2) Bupati atas usul PPKD mengangkat Bendahara Pengeluaran 
untuk melal<sanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. 

(3) Bendahara .. . 
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(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah 
pejabat fungsional. 

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang 
melakukan, baik secara langsung maupun tidak Jangsung, 
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 
kegiatan/peke1jaan/penjualan tersebut, serta menyimpan 
uang pada suatu bank atau Jembaga keuangan Jainnya atas 
nama pribadi. 

(5) Bendahara peneriroaan dan bendahara pengel'uaran secara 
fungsional bertan.ggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada PPKD Selaku BUD. 

BABV 

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD 

Bagian Kesatu 
Asas Umum APBD 

Pasal 16 

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kemamp·uan pendapatan daerah. 

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan 
pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan 
bernegara. 

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. 

(4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

Pasal 17 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam 
bentuk uang, barang dan / a tau jasa dianggarkan dalam 
APBD. 

(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD 
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang 
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 
daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. 

(4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus 
berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

PasaJ ... 
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Pasal 18 

(1) Dalam menyusun APBD, penganggaran. pengeluaran harus 
didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan 
dalam jumlah yang cukup. 

(2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus 
diduk-ung dengan dasar hukum yang melandasinya. 

Pasal 19 

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai 
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

Bagian Kedua 
Struktur APBD 

Pasal 20 

( 1) APBD merupal<an satu kesatuan yang terdiri dari : 

a . pendapatan daerah; 

b . belanja dacrah; 

c . pembiayaan daerah. 

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimal<:sud pada ayat (1) 
huruf a , meliputi sernua penerimaan uang melalui Rekening 
Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, 
yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran 
yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. 

(3) Belanja daerah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Urnum 
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang 
merupakan kewajiban daerah dalam l (satu) tahun anggaran 
yang tidak al<an diperoleh perobayarannya kembali oleh 
Daerah. 

(4) Pembiayaan daerah sebagairoana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Paragraf 1 
Pendapatan Daerah 

Pasal 21 

(1) Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi : 

a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas : 

l. dana perimbangan; 

2. dana ... 
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2 . dana otonomi khusus; 

3. dana keistimewaan; dan 

4. dana desa. 

b. transfer antar-Daerah terdiri atas : 

1. pendapatan bagi hasil; dan 

2. bantuan keuangan. 

Pasal 22 

(I) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis 
pendapatan yang terdiri atas : 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c . hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ctipisahkan; dan 

d. lain-lain PAD yang sah. 

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut obyek pendapatan 
sesua:i dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

(3i Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebaga:imana dimaksud pada ayat (1) huruf c di.J.inci menurut 
obyek pendapatan yang mencakup : 

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
daerah/BUMD; 

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
pemerintah/BUMN; dan 

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 
swasta atau kelompok usaha masyarakat. 

(4) ,Jenis lain-lain pend.apatan asli daerah yang sah disediakan 
untuk menganggarkan pene1imaan daerah yang tidak 
termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan 
basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 
menurut obyek pendapatan mencakup : 

a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 
secara tunai atau angsuran/cicilan; 

b. jasa giro; 

c . pendapatan bunga; 

d . penerimaan atas tuntuta.n ganti kerugian daerah; 

e . penerimaan komisi, potongan a taupun bentuk lain 
sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan 
barang dan/ atau jasa oleh daerah; 

f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tuka.r rupiah 
terhadap ma.ta uang asing; 

g. pendapatan ... 
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g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan; 

h. pendapatan denda pajak: 

i. pendapa tan denda retribusi; 

J. pendapatan hasil eksekusi atasjaminan; 

k. pendapatan dari pengembalian; 

J. fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan; 

n . pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Pasal 23 

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalaxn 
Pasal 21 hurufb, meliputi: 

a. dana bagi hasil; 

b. dana alokasi umum; dan 

c. dana alokasi khusus. 

Pasal 24 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf c, merupakan seluruh pendapatan daerah 
selain PAD dan dana perimbangan, yang 1neliputi hibah, dana 
darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 

Pasal 2 5 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan 
bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal 
daTi pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri 
atau Juar negeri yang tidak mengikat. 

(2) Ketentuan Jebih Janjut mengenai hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pcraturan Pen1ndang­
undangan tersendiri. 

Paragraf2 
Belanja Daerah 

Pasal 26 

(]) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten 
yang terdiri dari urusan absolut dan urusan konkuren yang 
ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

(2) Belanja . .. 
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(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat (] ), diprioritaskan untuk melindungi 
dan meningkatkan kual.itas kehidupan masyarakat dalam 
upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidi.kan, kesehatan, 
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 
mengembangkan sistem jai.ninan sosial. 

(3) Peningkatru1 kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), diwujudkan melalui prestasi kerja 
dalam pencapaian st.andar pelayanan minimal berdasarkan 
urusan wajib pemerintahan Kabupaten sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 27 

(1) Belanja daerah sebagaimai.1a dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(3), diklasifikasikan menunit organisasi, fungsi, program dan 
kegiatan, sertajenis belanja. 

(2) Klasifikasi belru1ja menurut organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan susunan 
organisasi pemerintahan daerah. 

(3) Kiasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana din1aksud 
pada ayat (1), terdiri dari : 

a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahai.1; 

b . klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. 

(4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikiasifikasikan 
menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten. 

(5) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b, yru1g digunakan untuk tujuan 
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara 
terdiri dari : 

a . pelayanan umum; 

b. ketertiban dan keamanan; 

C. ekonomi; 

d. lingh'Ungan hidup; 

e. perumahan dan fasilitas umum; 

f. kesehatan; 

g. pariwisata dan budaya; 

h. agama; 

l. pendidikan: 

J. perlindungan sosial. 

(6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenanga.11 daerah. 

(7) Klasifikasi ... 
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(7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja modal; 

d. bunga; 

e. subsidi; 

f. hibah; 

g. bantuan sosial; 

h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; 

1. belanja tidak terduga. 

(8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , berdasarkan pada 
ketentuan Pera.tura.n Pen.1ndang-undangan. 

Paragraf 3 
Pembiayaan Daerah 

Pasal 28 

(l) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1) huruf c, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. 

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mencakup: 

a . Silpa tahun anggaran sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan; 

c . basil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d . penerimaan pinjaman; 

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), mencakup : 

a. pembentukan dana cadangan; 

b. penyertaan modal pemerint.ah daerah: 

c. pembayaran pokok utang; 

d. pemberian pinjaman. 

(4) Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. 

(5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit 
anggaran. 

BAB . .. 
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BAB VI 

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 

Bagian Kesatu 
Rencana Kerja Pe merintahan Daerah 

Pasal 29 

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan 
penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang dalam 
penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan 
memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal 
yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 30 

RPJMD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 29, ditetapkan 
paling lam bat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik. 

Pasal 31 

(1) SKPD menyusun rencana strateg,is yang selanjutnya disebut 
Renstra- SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, 
kebijakan, program dan kegiatan pembengunan yang bersifat 
indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

(2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berpedoman pada RPJMD. 

Pasal 3 2 

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun RKPD yang merupakan 
penjabaran dari RPJMD dengan 1nenggunakan bahan dari 
Renja SKPD untuk jangka waktu l (satu) tahun yang 
mengacu kepada Rencana Ke1ja Pemerintah. 

(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan pcnjabaran dari Renstra SKPD yang disusun 
berdasarkan evaluasi pemcapaian pelaksanaan program dan 
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat 
rancangan kerangka ekonomi daerah, prio1itas pembangunan 
dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan 
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah Kabupaten maupun ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat. 

(4) Kewajiban daerah sebagaiinana dimaksud pada ayat (3), 
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan 
minimal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 33 

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), 
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

(2) Penyusunan . .. 
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(2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir 
bulan Mei tahun anggaran sebelu1nnya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD sebagaimana 
climaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Kebijakan Umum APBD 

Pasal 34 

(1) Bupati berdasarkan RKPD sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 32 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan urnum 
APBD. 

(2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), berpedoman pada pedoman 
penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri setiap tahun. 

(3) Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD 
tahun anggaran be1ikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD 
selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran 
berjalan. 

(4) Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Kepala 
Daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan 
RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya 
disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD yang 
ditandatangani bersama Bupati dan Pimpi11an DPRD. 

Bagian Ketiga 
Prioritas dan Plafon Anggaran Se mentara 

Pasal 3 5 

(1) Berdasarkan kebijakan urnum APBD yang telah disepakati, 
Pemerintah Kabupaten dan DPRD mcmbahas rancangan 
prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan 
oleh Bu pati. 

(2) Pembahasan p1ioritas dan plafon anggaran sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling 
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Pembahasan prioritas dan plafon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
langkah-langkah sebagai berikut : 

anggaran sementara 
dilaksanakan dengan 

a. menentukan skala prioritas dalam urusan absolut dan 
urusan konkuren; 

b. menentukan urutan program dalam masing-masing 
urusan; 

c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing­
masmg program. 

(4) Prioritas ... 
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(4) Prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas 
dan telah disepakali bersama Bupati dan DPRD dituangkan 
dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh 
Bupati dan Pimpina.n DPRD. 

(5) Bupati berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), menerbitkan pedoman penyusunan 
RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA­
SKPD. 

Bagian Keempat 
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

Pasal 36 

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), Kepala SKPD menyusun 
RKA-SKPD. 

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan 
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan 
prestasi kerja. 

Pasal 37 

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka 
pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun 
prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran un tuk 
program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran 
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan 
merupakan implikasi kebutuhan dana un tuk pelaksanaan 
program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. 

Pasal 38 

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran 
terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses 
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk 
menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 

Pasal 39 

(1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja 
dilakukan dengan memperha.tikan keterkaitan antara 
pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari 
kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam penca.paian 
keluaran dan ha.sil tersebut. 

(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja 
sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), dilakukan berdasarkari 
capaian kinerja, indikator kine1ja, analisis standar belanja, 
standar satuan ha.rga dan standar pelaya.nan minimal. 

(3) Ketentuan lebih la.njut mengenai standar satuan harga 
sebagaimana dimaksud pada a.yat (2), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal ... 
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Pasal 40 

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), 
memuat rencana pendapatan, bela1.1ja untuk masing-masing 
program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang 
direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun 
berikutnya. 

Bagian Kelima 
Pe nyiapan R aperda APBD 

Pas al 4 1 

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD 
sebaga imana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1), disampaikan 
kepada PPKD. 

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya 
dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. 

(3) Pembahasan olch Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan untuk 
menelaab kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan 
umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, 
prakiraan maju yang tclah disetujui tahun anggaran 
sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta 
capaian kinerja, indikator k inerja, analisis standar belanj a , 
s ta.ndar satua.n harga, dan standar pelayanan minimal. 

Pasal 42 

(1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APB.D 
beri.kut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang 
telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (J), 
terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD. 

BAB VII 

PENETAPAN APBD 

Bagian Kesatu 
Penyampaian dan Pembahasan 

Rane angan Peraturan Daerah tent ang APBD 

Pasal 43 

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentan g 
APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen 
pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun 
sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh 
persetujuan bersama. 

Pasal 44 

(1) Tata cara pembahasan Rancangan Peratu ran Daerah tentang 
APBD d ilakukan sesua.i dengan peraturan tata tertib DPRD 
mengacu pada Pera turan Perundang- undangan. 

(2) Pembabasan .. . 
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(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum 
APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan 
program dan kegiatan yang d iusulkan dalam Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD. 

Bagian Kedua 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD 

Pasal 45 

(l) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran 
yang bersangkutan dilaksa.nakan. 

(2) Atas dasar persetujuan bersam.a sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD. 

Pasal 46 

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 45 ayat (1), tidak mengambiJ Keputusan Bersama 
dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD, Bupati melaksa.nakan pengeluaran setinggi­
tingginya sebesar angka APBD tahun a nggaran sebelumnya 
untuk membiayai keperluan setiap bu lan, yang disusun 
dalaro Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD. 

(2) Pengeluaran setinggi-Lingginya untuk keperluan setiap bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk 
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib. 

(3) Rancangan Peraturan Bupati, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari 
Gubem.ur. 

(4) Pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat­
lambatnya 1.5 (lima belas) hati terhitung sejak diterimanya 
rancangan dirnaksud. 

(5) Apabila sampai batas walctu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), belum disahkan, Rancangan Peraturan Bupati 
tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang 
APBD. 

Bagian ... 
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Bagian Ket iga 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran RAPBD 

Pasal 47 

(1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD yang 
telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh 
Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada 
Gubernur untuk dievaluasi. 

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati 
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhit.ung sejak 
diterimanya rancangan dimaksud. 

(3) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi selambat­
lambatnya 15 (lima bclas) hari sejak rancangan diterima, 
maka Bupati dapat menetapkan Rancan.gan Peraturan 
Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dan 
Rancangan. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD suclah sesuai dengan 
kepent ingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan dim.aksud 
menjacti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 

(5) Apabila Gubernur mcnya takan hasil evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tenta.ng APBD dan Rancangan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran APBD bcrtentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang 
Iebih tinggi , Bupati bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (1 ujuh) hari terhitung 
sejak diterimanya hasil evaluasi. 

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanj uti oleh Bupati dan 
DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peratura.n Daerah 
dan Peraturan Bupati dimaksud sekaligus menyatakan 
berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya . 

Pasal 4 8 

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 47 ayat (6), Bupati harus 
memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan 
Daerah dimaksud. 

(2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 47 ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD. 

(3) Ketentuan .... 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pela.ksanaan pengeluaran 
a tas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana d imaksud 
dalarn Pasal 48 ayat (6), clitetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 49 

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dila.kukan atas 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD dan 
Rancangan Pera turan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada 
Menteri Dalam Negeri . 

Pas al 50 

Basil evaluasi a tas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

Pasal 51 

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagai1nana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (5), dilakukan Bupati bersama dengan Panitia 
Anggaran DPRD. 

(2) Hasil penyempun1aan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), 
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. 

(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (2), dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang 
APBD. 

(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana climaksud pada 
ayat (3), dilaporkan pada sidang paripuma berikutnya. 

{5) Pirnpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
clisampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari 
kerja setelah Keputusan dimaksud ditetapkan. 

Bagian Keempat 
Penetapan Perat uran Daerah tentang APBD dan 

Pe raturan Bupat i tentang Penjabaran APBD 

Pasal 52 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah 
dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah 
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD. 

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerali tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana 
dima.ksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja seteiah ditetapkan. 

BAB . . . 
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BAB Vlll 

PELAKSANAAN APBD 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Pelaksanaan APBD 

Pasal 53 

(1) SKPD dilarang melakukan 
belanja daerah untuk 
anggarannya, dan/ atau 
anggarannya dalam APBD. 

pengeluaran a.tas beban anggaran 
tujuan yang tidak tersedia 
yang tidak cukup tersedia 

(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, 
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Dae rah 

Pasal 54 

(1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD 
ditecapkan, mernberitahukan kepada ser.nua kepala SKPD 
agar menyusun dan roenyampaikan rancangan DPA-SKPD. 

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
rnerinci sasaran yang hendal< dicapai, fungsi, p rogram, 
kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran 
tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja 
serta pendapatan yang diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah 
dis usunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja 
setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
disampaikan. 

Pasal 55 

(1) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten melakt1kan verifikasi 
rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD 
yang bersangkutan. 

(2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diselesaikan paling larnbat 15 (lima belas) hari 
kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana di:maksu,d pada 
ayat (l), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan 
persetujuan Sekretaris Daerah. 

(4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagain,ana diroaksud pada 
ayat (3i, disarnpaikan kepada ke pala SKPD yang 
bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan 
BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
di&wkan. 

(5) DPA . .. 



30 

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3). digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD 
selaku pengguna anggaran/barang. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Anggaran Pendapata n Daerah 

Pasal 56 

(I) Semua penerimaan dacrah dilakukan melalui rekening kas 
umum daerah. 

(2) Bendahara penerimaan wajib inenyetor seluruh 
penerimaannya kc rekening kas umum daerah selambat­
lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja . 

(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap 
atas setoran dimaksud. 

Pasal 57 

(1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima 
dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah 
wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut. 

Pas al 58 

(1) Penerimaan SP2D yang men..1.pakan penerimaan daerah tidak 
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. 

(2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama 
dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, 
baik secara lan.gsung sebagai akibat dari penjualan, tukar­
menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan 
jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro at.au penerimaan 
lain, scbagai akibat penyi.mpanan dana anggaran pada bank 
serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas 
kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. 

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas 
umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/ aset 
daerah yang dicatat sebagai. inventaris daerah. 

Pasal 59 

( l) Pengem balian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian 
tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan 
membebankan pada rekening penerimaan yang bersan.gkutan 
untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun 
yangsama. 

(2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada 
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja 
tidak terduga. 

Bagian . .. 
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Bagian Keempat 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 

Pasal 60 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap 
dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang 
menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang men.gakibatkan beban APBD tidak 
dapat di1akukan scbelum Rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran 
Daerah. 

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak 
termasuk belanja yang bersifat mengika t dan belanja yang 
bersiiat waj ib . 

Pasal 61 

Pembaya.ran atas be ban APBD dapat dila kukan berdas a.rkan 
DPA-SKPD, D PAL-SKPD dan SPD. 

Pasal 62 

(l) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibeban kan dalam APBD. 

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 
kepada Pegawa.i Negeri Sipil Daerah berdasarkan 
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 
DPRD sesuai dengan ketentuan Pera turan Perundang­
undangan . 

Pasal 63 

Benda.hara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Pengha s ilan 
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan 
potongan dan pajak yang d ipungutnya ke rekening Kas Negara 
pada bank pemerintah a.tau bank lain yang ditetapkan oleh 
Peraturan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi a.tau pos giro 
dalam jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan . 

Pasal 64 

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban 
berdasarkan SPM yang diterbitkan 
anggaran /kuasa pengguna anggaran. 

APBD d ilakukan 
oleh pengguna 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l), dilakukan 
dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), kuasa BUD berkewajiban untuk: 

a . meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang 
diterbitkan oleh pengguna anggaran; 

b . menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD 
yang tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. menguji . .. 
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c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; 
d. memerintahkan pencairan dana sebagai 

pengeluaran daerah; 
dasar 

e. menolak pencairan da.na, apabila perintah pembayaran 
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

Pasal 65 

(1) Penerbitan SPM tidal< boleh dilakukan sebelum barang 
dan/ a tau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat 
diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara 
pengelua.ran. 

(3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari 
uang persediaan yang dikelolanya setelah : 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang 

dite.rbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran; 

b. menguji kebenaran. perhitungan tagihan yang tercantum 
dalam perintah pembayaran; 

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 
(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dan 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tida k 
dipenuhi. 

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi 
atas pembayaran yang diJaksanakannya. 

Pasal 66 

(1) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk 
keperluan pelaksanaan pengelua.ran di lingkungan SKPD. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembukaan rekening 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatu r dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 67 

Setelah tahun anggaran bera khir, kepala S KPD selaku pengguna 
anggaran dilarang rnenerbitkan SPM yang membebani tahun 
anggaran bersangkutan. 

Bagian Kelima 
Pclaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 

Pasal 68 

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh 
PPKD. 

(2) Semua penerimaan da n pengeluaraan pembiayaan daerah 
dilakukan melalui Rckening Kas Umum Daerah. 

Pasal. . . 
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Pasal 69 

(1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening 
Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana 
pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang 
ditetapkan berdasarka.n Peraturan Daerah ten tang 
Pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan 
mencukupi. 

(2) Pentindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
paling ti.nggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan 
digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam 
tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah · tentang pembentukan Dana 
Cadangan. 

(3) Pemi.ndahbukuan dari rekeni.ng dana cadangan ke rekening 
kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan surat perintah pern.indahbukuan oleh 
kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 70 

(1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada bukti 
penerimaan yang sah. 

Pasal 71 

(1) Penerimaan p1nJaman daerah didasa1-kan pada jumlah 
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang 
bersangkut.an sesuai dengan yang ditetapkan dalam 
perjanjian pi.njaman bersangkutan. 

(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang as1ng 
dibukukan dalam nilai rupiah. 

Pasal 72 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerab didasarkan 
pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk 
kesesuaian pengembalian pokok pinjaman da n kewajiban lai.nnya 
yang menjadi tanggungan pihak peminjam. 

Pasal 73 

(1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk 
pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran 
bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah. 

(2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan dacrah yang disisihkan 
yang d itransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening 
dana cadangan dilakukan dengan surat perintah 
pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal. . _ 
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Pasal 74 

Penyertaan model Pemerinl.ah Kabupaten dapat dilaksanakan 
apabila j umlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 
bersangkutan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Daerah bersangkutan. 

Pasal 75 

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus 
dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan 
pelaksanaannya merupakan prioritas u tama dari seluruh 
kewajibru.J pemerintah Kabupatcn yang harus diselesaikru.1 dalam 
tahun anggaran yang bersangkutan. 

Pasal 76 

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan 
Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD. 

Pasal 77 

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal 
Pemerintah Kabupaten, pembayaran pokok utang dan pemberian 
pinjaman daerah dilakukan berdasarkan S PM yang diterbitkan 
oleh PPKD. 

Pasal 78 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pern biayaan, kuasa BUD 
berkewajiban untuk : 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/ 

pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD; 
b. menguji. kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan 

yang tercantum dalam perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

BAB IX 

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD 
DAN PERUBAHAN APBD 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 

Pasal 79 

(1) Pemerintah Kabupaten menyusun laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enarn) bulan 
berikutnya. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli 
tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama 
antara DPRD dru.1 Pemerintah Kabupaten. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada DPRD melalui K.etua/Pimpin an DPRD untuk 
diteruskan kepada Komisi-Komisi terkait guna dilaksanakan 
kajian dengan Mitra Kerja masing-masing. 

Bagian . .. 
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Bagian Kedua 
Perubahan APBD 

Pasal 80 

(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau 
perubahan keadaan, d ibahas bersama DPRD dengan 
Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyusunan prakiraan 
perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, 
apabila terjadi : 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 
kebijakan umum APBD; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 
anggaran antar unit 0l·ganisasi, antar kegiatan, dan antar 
jenis belanja; 

c . keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 
sebelumnya harus digunakan untuk tabun berjalan; 

d. keadaan darurat; 

e. keadaan Iuar biasa. 

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, 
yang selanjutnya diusulka.n dalam ra.ncangan perubahan 
APBO, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran. 

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimakmd pada ayat (1) 
huruf d , sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal 
Pemerintah Kabupatcn dan tidak dapat 
sebelumnya; 

b. tidak diharapkan tei:iadi secara berulang; 

dari aktivitas 
diprediksikan 

c . berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah 
Kabupaten; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 
darurat. 

Pasal 8 1 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan l (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. 

(2) Keadaan luar biasa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 80 
ayat (1) huruf e, adalah keadaan yang menyebabkan estimasi 
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalarni 
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh 
persen). 

Pasal ... 
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Pasal 82 

(1) Pemerintah Kabupaten me.ngajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang 
bersangkutan untuk mendapatkan pe.rsetujuan DPRD 
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

(2) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), selambat-lambatnya 
3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. 

Pasal 83 

(1) Proses evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan 
Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 51, dan Pasal 
52 Peraturan Daerah ini. 

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD,dan Bupati tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah ten tang 
Perubahan APBD dan Rancangan Peratu ran Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan APBD, Peraturan Daeral1 dan 
Peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus 
menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk 
untuk pendanaan keadaan daru rat. 

(3) Pembatalan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 
Kabupaten dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan APBD sebagaimana dimaks ud pada ayat (2), 
dilakukan oleh Gubernur. 

Pasal 84 

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang 
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) 
dan aya t (4), Bupati wajib memberhentikan pelaksanaan 
Peraturan Dacrah tentang perubahan APBD dan selanjutnya 
Bupati bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah 
dimaksud. 

(2) Pencabutan Peraturan Daeral1 sebagairnana dimaksud pada 
ayat (li , dilakukan clengan Peraturan Daerah tentang 
Pencabutan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. 

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat 
dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83 ayat (2), ditetapka.n dengan Peraturan Bupati; 

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat 
dan / atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

BAB ... 
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BABX 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 

Pasal 85 

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara 
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang 
menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah, 
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan 
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi 
dasar pengeluaran atas be ban APBD bertanggung jawab atas 
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan 
surat bukti dimaksud. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Pasal 86 

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan : 

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 

b . pejabat yang diberi wewenang menanclatangani SPM; 

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 
pertanggungjawaban (SPJ); 

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 

e. bendahara penerimaan/pengeluaran; 

f. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka 
pelaksanaan APBD. 

(2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran 
bersangkutan. 

Pasal 87 

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam 
melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja 
dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara 
penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai 
kebutuhan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

Pasal 88 

(1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD 
dengan roempertimbangkan penjadwalan pembayaran 
pelaksanaan progrrun dan kegiatan yang dimuat dalam DPA­
SKPD. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh 
kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. 

Bagian .. . 
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Bagian Ketiga 
Penatausahaan Bendahara Pene rimaan 

Pasal 89 

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 58 ayat (3), dilakukan dengan uang tunai. 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke rekening 
kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, 
dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. 

(3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, a tau 
surat berharga yang daJam penguasaannya lebih dari 1 (sa tu) 
hari kerja dan/ a tau atas nama pribadi pada bank a tau giro 
pos. 

Pasal 90 

(1) Bendahara penerimaa.n pada SKPD wajib menyelenggarakan 
pembukuan terhada p scluruh penerimaan dan penyetoran 
atas pene1imaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

(2) Bendahara penerimaan pada S.KPD wajib rnenyarnpaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD 
paling larnbat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(3) PPKD melakukan verifi.kasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

Bagian Keempat 
Penatausahaan Bendahara Pengeluaran 

Pasal 91 

(1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP­
LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU . 

(2) PPTK mengajukan SPP- LS melalui peja bat penatausahaan 
keuangan pada SKPD kepada pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 
diterimanya tagihan dari pihak ketiga. 

(3) Pengajuan SPP-LS dilarnpiri dengan kelengkapan persyaratan 
yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang­
undangan. 

(4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan 
keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna 
angga ran setinggi-tingginya untuk keperluan 1 (satu ) bulan. 

(5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dilampiri dengan daftar ri.ncian rencana pcnggunaan. dana. 

(6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, 
bendaha,a pengeluaran mengajukan SPP-6U dan/atau 
SPP-TU. 

(7) Bat.as ... 
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(7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan 
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. 

Pasal 92 

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan 
permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan 
menerbitkan SPM-UP. 

(2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan 
penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada 
kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri 
buh."ti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang 
persediaan sebelumnya. 

(3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat 
mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD 
dengan menerbitkan SPM-TU. 

(4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS 
berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 93 

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang ditelima dari 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang 
ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. 

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD scbrtgaimana dimaksud 
pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sej ak SPM 
diterima. 

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaa11 pembayaran yang 
diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
bilamana : 

a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; 

b. tidak didukung oleh kelengkapan dokuroen sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Oalarn. hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan 
paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima. 

Pasal 94 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan 
bendahara pengeluaran, diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima 
Akuntansi Keuangan Daerah 

Pasal 95 

(J) Pemerintah Kabupaten 
Pemeri.ntah Kabupaten 
akuntansi pemerinta han. 

menyusun sistem akuntansi 
yang mengacu kepada standar 

{2) l<etentuan ... 
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(2) Ketentuan lebih lanjut sistem akuntansi Pemerintah 
Kabupatcn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d itetapkan 
dengan Peraturan Bupati 1nengacu pada Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pasal 96 

Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. 

BAB XI 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 

Pasal 97 

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan 
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas 
dana, yang berada dalam tanggungjawabnya. 

(2) Penyelenggara akuntansi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), merupakan pencatatan/ penatausahaan atas 
transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan 
laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran 
dan barang yan.g dikelolanya. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan 
operasional (LO), laporan perubaha n ekuitas (LPE) dan 
catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada 
Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulai.1 
setelah tahun anggaran berakhir. 

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang 
memberikan pemyataan bahwa pengelolaan APBD yang 
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan 
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 98 

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas lransaksi keuangan, 
aset, utang, dan ekuitas dana, tcrmasuk trai.1saksi 
pembiayaan dan perhitungannya. 

(2) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerinta.h Kabupaten 
terdiri dari : 
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggara n Lebih (Laporan 

Peru bahan SAL); 

c. Neraca; 
d. Laporan Opcrasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 
f. Laporai.1 Perubahan Ekuitas (LPE); 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
tentang standar Akuntansi Peme1intahan. 

(4) Laporan ... 



.. 

, 

41 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilampiri dengan laporan ikhtisru- rea lisasi kine1ja dan 
laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Pe1·usahaan 
Daerah. 

(5) Lapora.n Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan laporan 
keuangan SKPD. 

(6) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) , disampaikan k<!pada Bupati dalam 
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 99 

Bupati menyampaika n Rancangan Peraturan 'Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksa.naan APBD kepada DPRD berupa 
laporan keuangan. yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) paling lambat 6 (ena m) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir . 

Pasal 100 

(1) Laporan keuangan pclaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 98 ayat (2), disampaikan kepada BPK 
selambat-larnbatnya 3 (tiga) bula.n setelah tahun anggaran 
berakhir. 

(2) Pemeriksaan lapora.n keuangan oleh BPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 
2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari 
Pemerintah Kabupaten. 

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), BPK belum menyampaikan laporan hasil 
pemeriksaan, Ranca.ngan Peraturan Daerah sebagaimana 
di.J.naksud dalam Pasal 99, diajukan kepada DPRD. 

Pasal 101 

Bupati memberika.n tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan keuangan berdasarkan basil pemeriksaan BPK 
atas laporan keuangan Pemerintah Kabu paten sebagaimana 
dimaksud clala.m Pasal 100 ayat (2) Peraturan Daerah ini. 

BAB XII 

PEGENDALIAN DEFISIT DANPENGGUNAAN SURPLUS APBD 

Bagian Kesatu 
Pengendalian Defisit APBD 

Pasal 102 

(1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber­
sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam 
Peratu ran Daerah tentang APBO. 

(2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditutup 
dengan pembiayaan netto. 

r>asal ... 
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Pasal 103 

Dalam rangka pengendalian fiskal nasional, Menteri Keuangan 
menetapkan batas maksilnaljumJah kumulatif defisit APBD. 

Pasal 104 

(lJ Berdasarkan batas maksimal jumlah kurnulatif defisit APBD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 , Menteri Keuangan 
setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri 
menetapkan batas maksima.l defisit APBD masing-masing 
daerah untuk setiap tahun anggaran. 

(2) Penetapan batas maksimal defisit J\PBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri Keuangan 
setiap tahun pada bulan Agustus. 

(3) Pemerintah Kabupaten wajib 
defisit APBD kepada Menteri 
Keuangan setiap semester 
bersangkutan. 

melaporkan posisi surplus/ 
Dalam Negeri dan Menteri 

d.alam tahun anggaran 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dapat di lakukan penundaan at.as penyaluran 
Dana Pe1imbangan. 

Pasal 105 

Defisit APBD dapat ditu tup dari sumber pembiayaan: 

a . s isa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun 
sebelumnya; 

b. pencairan dana cadangan; 

c. basil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan piJ1jaman; 

e . penerimaan kembali pemberian pinja man. 

Bagian Kedua 
Penggunaan Surplus APBD 

Pasal 10 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD diperkirakan surplus, 
penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD. 

Pasal 107 

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan 
utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan 
belanja peningkatan jaminan Sosial. 

BAB ... 
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BAB XIII 

KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Kas Umum Dae rah 

Pasal 1 0 8 

Semua transaksi peneiimaan dan pengeluaran daerah 
dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. 

Pasal 109 

(1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah 
dapat membuka rekening penerimaan pada bank umum yang 
ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancara.n 
pelaksanaan operasional penerimaan daerah. 

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan 
sebagai reken.ing bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya 
dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang­
kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana 
yang ditetapkan dalam perjanjian dengan bank umum 
bersangkutan. 

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap 
hari, Bupati mengatui· pelimpahan secara berkala; 

(4) Bendahara Umum Dacrah dapat membuka rekening 
pengeluaran pada Bank Umum yang ditctapkan oleh Bupati 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional 
pengel uaran daerah. 

(SJ Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan 
sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk 
membiayai kegiatan pemcrintah daenih sesuai rencana 
pengeluaran yang be:;arnya ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati . 

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening pcnerimaan dan/atau 
rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas 
Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum 
Daerah. 

(7) Ketentuan lebih lanjul rnengenai pembukaan dan 
pengoperasian rekening penerimaan dan rekening 
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peratu ran Bupati. 

Pasal 110 

(1) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh bunga dan/atau 
jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum 
berdasarkan tingkat suku bunga dan/a tau jasa giro yang 
berlaku. 

(2) Bunga dan / atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah 
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
pendapatan asli daerah. 

Pasal .. . 
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Pasal 1 1 1 

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh 
bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada 
bank umum yang bersangkutan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada 
belanja daerah. 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 1 12 

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola 
pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib 
mengusahakan agar setiap piut.a.ng daerah d iselesaikan 
seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) Pemerintah Kabupaten mempunyai hak mendahul.ui atas 
piutang jenis tertentu dengan Peraturan Perundang­
undangan. 

(3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan 
tetap waktu, diselesaikan menurut Peraturan perundang­
undangan. 

(4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan 
keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali 
mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 113 

(1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau 
bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan 
mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali 
mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

(2) Penghapusan sebagaimana d imaksud pada 
sepanjan.g menyangkut piutang Pemerintah 
ditetapkan oleh : 

ayat (1), 
Ka bu paten, 

a . Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,­
(lima miliar rupiah); 

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untukjumlah lebih dari 
Rp 5 .000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Invest asi Daerah 

Pasal 114 

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan investasi jangka pendek 
dan jangka panjang untu k memperoleh manfaat ekonomi, sosial, 
dan/ a tau manfaat lainnya. 

Pasal ... 
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Pasal 115 

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 114, merupakan investasi yang dapat segera dicairkan 
dan dimaksudkan untuk d imiliki ::,elama 12 (dua belas) bulan 
atau kurang. 

(2) lnvestasi jangka panjang sebagaimana climaksud dalam 
Pasal 1 14, merupakan investasi yang dimaksu.dkan untuk 
dimilik:i lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

Pasal 116 

(1) Jnvestasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 115 ayat (2), terdiri dari investasi permanen dan non 
permanent. 

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkclanjutan tanpa ada 
niat untuk diperjualbelikan atau tidak dita rik kembali. 

(3) Tnvestasi nan perrnanen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak 
berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau 
ditarik kembali. 

Bagian Keempat 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal 117 

(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan 
perolehan lainnya yang sah. 

(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mencakup: 

a . barang yang diperoleh dari hibah/ surnbangan/ a tau yang 
sejenis; 

b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak 
bagi. hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik 
daerah; 

c . barang yang diperoleh berdasarkan penetapan karena 
Peraturan Perundang-undangan; 

d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan. 

Pasal 118 

(1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 
asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, 
akuntabilitas dan kepastian nilai. 

(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi : 

a. perencanaan kebu tuhan dan penganggaran; 

b. pengadaan; 

c . penggunaan; 

d. pemanfaatan . .. 
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d. pemanfaa tan; 

e . pengamanan dan pemeliharaan; 

f. penilaian; 

g. pemindahtanganan; 

h . pemusnahan; 

i. penghapusan; 

J. penatausahaan; 

k. pembinaan, pengawasan dan pen.gendalian. 

(3) Pengelolaan barang daerab 
Daerah dan berpedoman 
undangan. 

ditetapkan dengan Peraturan 
pada Pera turan Perundang-

Bagian Kelima 
Pengelolaan Dana Cadangan 

Pasal 119 

(1) Peme1intah Kabupaten dapat membentuk dana cadangan 
guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak 
dapat dibebankan dalam sa.tu tahun anggnran . 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaima na dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada aya t (2), 
mencakup penetapan tujuan, besa ran, dan s umber dana 
cadangan serta jenis p rogram/kegiatan yang dibiayai dari 
dana cadangan dimaksud. 

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaim~ma climaksud pada 
ayat (1), dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan 
daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain 
yang penggunaannya dibatasi un tuk pengeluaran tertentu 
berdasarkan Peraturan Perur:idang-undangan. 

(5) Penggunaan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 
menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalaro. tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

Pasal 120 

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 119 
ayat (l), ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola 
oleh PPKO. 

(2) Dalam ha\ dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (J), belum digunakan sesuai dengan peruntu kannya, 
dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang 
memberikan hasil tetap dengan res iko rendah. 

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2), menambah dana cadangan. 

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagi.an yang tidak 
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

Bagian ... 
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B agian Keenaui 
Pengelolaan Utang Daerah 

Pasal 121 

(1) Bupati dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan 
ketentuan yang ctitetapkan dalam Pei:aturan Daerah 
tentang APBD. 

(2) PPKD menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati 
ten tang Pelaksanaan Pinjaman Daerah. 

(3) Biaya b erkenaan d engan pmJaman dae rah 
dibebankan pada anggaran belanja daei:ah. 

Pasal 122 

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah 
kedaluwarsa setelah. 5 (lima) tahun sejak utang tersebut 
jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang. 

(2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertun da 
apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada 
daerah sebelurn berakhirnya masa kedaluwarsa. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok 
pinjaman daerah. 

Pasal 123 

(l) Pinjaman daerah bersumber dari : 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah Lain; 

c. Lembaga Keuangan Bank; 

d . Lem.baga Keuangan Bukan Bank; 

e. Masyarakat. 

(2) Pi.njaman Daerah yang bersumber 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melalui Menteri. 

dari Pemerintah 
huruf a diberikan 

(3) Pinjaman Daerah yang bersurnber Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk 
dana investasi Pemerin.ta.h, penerusan Pinjaman Dalam 
Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri. 

(4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi 
Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. 

Pasal 124 

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dad 
Menteri Keuangan. 

(2) Persetujuan ... 
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(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan setclah n1emperoleh 
p ertimbangan Menteri Dalam Negeri. 

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dunaksud pada 
ayat (1), sekurang-k urangnya mencakup jumlah dan 
nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan. 

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah 
dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. 

(5) Pembayaran bunga a tas obligasi daerah dianggarkan 
pada belanja bunga dala1n anggaran belanja daerah. 

Pasal 125 

Pinjaman daeral'l berpedoman pada ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

BAB XIV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 126 

Pemerintal'l melakukan Pembinaan dan Pengawasan 
Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Peroerintal'l Daeral'l 
yang djkoordinasikan oleh 'Menteri Dalam Neger i. 

Pasal 127 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, meliputi 
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, 
pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. 

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, 
penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, 
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan 
keuangan daerah. 

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan dan 
penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu­
waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah 
maupun kepada daerah tcrtentu sesuai dengan kebutuhan. 

(4) Pendidikan dan pelatiha n sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), dilaksanakan secara berkala hagi K.epala Daerah 
atau Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, Perangkat Daerah, 
dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

Pasal 128 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 untuk 
Kabupaten dikoordinasika n oleh Guben1ur selaku Wakil 
Pemerintah . 

Pasal . . . 
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Pasal 129 

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 
Daerah tentang APBD. 

Pasal 130 

Pengawasan pengelolaan kcuangan daerah berpedoman pada 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pengendalian Intern 

Pasal 131 

(I ) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur 
dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di 
lingkungan Pemerintahan Kabupaten yang dipi.mpi.nnya. 

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada 
ketentuan Peraturan Pen1ndang-undanga11. 

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan Ekstern 

Pasal 132 

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggu.ngjawaban Keuangan 
Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang­
undangan. 

BAB XV 
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH 

Pasal 133 

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan 
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera 
diselcsaikan sesua i dengan ketentuan Peratu.ran Perunda:ng­
undangan. 

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat 
lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau 
melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara 
langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti 
kerugian tersebut. 

(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, 
setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersa.ngkutan 
terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. 

Pasal 134 

(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau 
kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerj il setelah kerugian 
daerah itu d iketahui. 

(2) Segera .. . 
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(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada 
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat 
lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 
ayat (2), segera dimintakan surat pemyataan kesanggupan 
dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi 
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah 
dimaksud. 

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin 
diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian 
daerah, Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan 
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang 
bersangku tan. 

Pasal 135 

(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau 
pejabat lain yang dikenai tuntutan gan ti kerugian daerah 
berada dalain pengampuan, melarikan <l iri, atau meninggal 
dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih 
kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas 
pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal 
dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau 
pejabat Iain yang bersangkutan. 

(2) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris 
untuk membayar ganti kerugian da erah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menjadi hapus apabila dalam waktu 
3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan 
pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan 
bendahara, atau pejabat lain. yang bersangkutan, atau sejak 
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat 
lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau 
meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli 
waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang be1wenang 
mengenai adanya kerugian daerah. 

Pasal 136 

(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Dacrah ini berlaku pula untuk uang 
dan/atau barang b ukan milik daerah, yang berada dalam 
penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, 
atau pejabat lain yang djgunakan dalam penyelenggaraan 
t ugas pemerintahan. 

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan 
Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah 
dan badan-badan lain yang menyelengqarakan pengelolaan 
keuangan daeral1, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan 
Parundang-undangan tersendiri. 

Pasal ... 
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Pasal 137 

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat 
lain yang telah d itetapkan untuk mengganti kerugian daerah 
dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi p idana. 

(2) Putusan pidana atas ker ugiai:1 daerah terhadap bendahara, 
pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat la in tidak 
membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. 

Pasal 138 

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, a tau 
pejabat lain un tuk membayar ga nti rugi, menjadi kedaluwarsa 
jika dalam waktu S (lima) tahun sejak d iketahuinya kerugian 
tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya 
kerugian tidal< dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang 
bersangkutan. 

Pasal 139 

(1) Pen genaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara 
ditetapkan oleh BPK. 

(2) Apabila dalam pemeiiksaan kerugian daerah ditemukan 
unsur pidana , BPK menindaklanjuti.nya sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 140 

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan 
bendahara ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 14 1 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca ra tuntutan ganti 
kerugian daerah sebagaimana djmaksud dah1m Pasal 140, diatur 
dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peratttran 
Perundang-w1dangan. 

BAB XVI 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasal 142 

Pemerintah Kabupaten dapat membentu k BLUD untuk 
menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan: 

a. penyediaan bara.ng dan/ataujasa untuk In.ya.nan umum; 
b . pengelola.an wilayab/kawasan tertentu untuk tujuan 

meningkatkan perekonomian masyaraka.t ata.u layanan 
umum; dan/a.tau 

c. pengelolaan dana khusus dala.m rangka meningkatkan 
ekonomi da.n/ at.au pela.yanan kepada. mas_varakat. 

Pa.Sal . .. 
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Pasal 143 

(1) BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa <lengan membe1ikan 
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip 
ekonomi dan produktivitas, dan penera pan praktek bisnis 
yang sehat. 

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidal, 
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepen uhnya 
untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. 

Pasal 144 

Pembinaan keuangan BLU D dilakukan oleh PPKD dan 
pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung 
jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. 

Pasal 145 

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat 
atau badan lain. 

Pasal 146 

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk 
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. 

Pasal 147 

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur 
lebib lanjut oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 148 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan 
Pasal 98 ayat (3), dilaksanakan secara benahap mulai tahun 
anggaran 2015. 

BAB XVIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 149 

Ketentuan lebih lanjut tentang Sistem dan Prosedur Keuangan 
daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal . . . 
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Pasal 150 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pokok­
pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 41 Seri E), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 151 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuai;in. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
'ada:"fari~'-4_ ~~\ 2016 

,.,s1:;~,¥US DAERAH 
, AT ASIN, 

Sf,o 

Ditetapkan ,Li Pangkalan Balai 
Pada tanggal l( lVaii!f 20 l 6 

B 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016 
NOMOR 1, 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 
PROVINS! SUMATERA SELATAN NOMOR 1 /BA/2016 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 
NOMOR TAHUN 2016 

TENTANG 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

I. UMUM 

II. 

Dalam rangka pclaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah yang dikuti dengan perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah 
yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola clalam suatu sistem 
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan kcuangan negara dan 
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintnhan daerah. 

Selain kedua Undang-undang lersebut diatas, terdapat beberapa 
Pcraluran Perundang-undangan yang mcnjadi acuan pengelolaan keuangan 
daerah yang telah terbit lebih dahulu . Undang-undang dimaksud adalah 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara, Un dang­
Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbcndaharaan Negara, Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Kcuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nas iona l. Pada dasarnya buah pikiran yang 
mclatarbelakangi terbitnya peracuran perundangundangan di atas adalah 
keinginan untuk mengelola keuangan ncgara dan daerah secara efektif dan 
efisien. 

Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola 
pcmerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai cujuan tersebut, roaka 
diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu 
(omnibus regulation) dari berbagai Undang-Undang tersebut diatas yang 
bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan 
multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai 
kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban keuangan Daerah. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 
Cukup jelas. 

Pasal2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 
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Pasal4 
Ayat(l) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup je!as. 

Ayat (3) 
Cukup je!as. 

Ayat (4) 
Cukup jclas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat(l) 

Cukup jeJas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Ayat (3) 
Cuku p jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cuk-up jelas. 

Pasal9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 



Pasal 11 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasa! 12 
Ayat (J) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cuku p jelas. 

( Pasa1 13 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (!) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cuh-up jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

, Cukup jelas. 
l Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal 16 
Ayat(l) 

Aya t (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

CukupjeJas. 
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Pasal 17 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

f... Pasal 20 

( 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Pasal 21 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Pasal 22 
Ayat (I) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup j elas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cuku p j elas. 

PasaJ 24 
Cukup jelas. 

57 
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Pasa125 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasa1 26 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal27 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal28 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
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Pasal32 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup _jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal35 
Ayat ( l. ) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup j elas. 

( 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cu kup jela.s. 

Cuh.-up jelas. 

Pasal 36 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cuku p je!as. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 



Pasal 39 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
C-ukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jclas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal41 
Ayat (1) 

Aya.t (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

,1 Pasal 42 

CL 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal46 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 125 
Cukup jelas. 
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Pasal 135 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pasal 136 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Pasal 137 
Ayat (I) 

Ayat (2) 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 139 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 140 
Cukup jelas. 

Pasal 141 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 

Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasal 146 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup jelas. 

72 



' 
I ., 

73 

Pa sa l 148 
Cukup jelas. 

Pasal 149 
Cukup jelas. 

Pasal 150 
Cukup jelas. 

Pasa1 15 1 
Cukup jela s. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016 
NOMOR 052 



Pasal 47 
Ayat(l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayac (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jclas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 48 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
, · Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jclas. 

Pasal50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal 52 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal53 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cuh.-up jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
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Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal 55 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal 57 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cuku p jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pasal58 
Ayat( l) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal 59 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 60 
Ayat (l) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jclas. 
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Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Ayat {l) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal6S 
Aya t (1) 

Cuku p jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Ayat (4) 
Cukup j elas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 66 
Ayat (1) 

Cukup jelas . 
Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Ayat (.1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal69 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
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Pasal 70 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal71 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Ayat (1) 

Cukup jelas. , Ayat (2) 
Cuku p jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 • 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cuku p jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Cukup jelas. 

Pasal 79 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 80 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas . 
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Pasal 81 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 82 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Aya t (2) 

Cukup jelas. 

Pasa! 83 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 

PasaJ 84 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 85 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 86 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 87 
Cukup jelas. 

Pasal 88 
Ayat(l) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
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Pasal89 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 90 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 91 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cuk-up jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 92 
Ayat (1) 

I .. Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 93 
Ayat (1) 

Cukup jela s. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 94 
Cukup jelas. 
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Pasal 95 
Ayat (l) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 96 
Cukup j elas. 

Pasal 97 
j\yat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cuku p jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 98 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cuku p jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas . 

.Pasal 99 

( Cukup jelas. 

Pasal 100 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup _jelas. 

Pasal 101 
Cukup jetas. 

Pasal 102 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 103 
Cukupjelas. 

Pasal 104 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal .105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukupjelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 110 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jela s. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Pasal 111 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 112 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 11.3 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 116 
Ayat(J.) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal l 17 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 118 
Ayat (l) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cuku.p jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
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Pasal 119 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
· Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Pasal 120 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Pasal 121 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal 122 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukttp jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

, Cukup jclas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 123 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 124 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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'L. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

PasaJ 125 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cuku p jelas. 

Pasal 127 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat. (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 128 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Cukup jelas. 

Pasal 130 
Cukup jelas . 

Pasal 131 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 132 
Cukup jelas. 

Pasal 133 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal 134 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Cuku p jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
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PasaJ 148 
Cukup jelas . 

Pasal 149 
Cukup jelas. 

Pasal 150 
Cukup jelas. 

Pasal 151 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016 
NOMOR 052 



Pasal 135 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 136 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Pasal 137 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Pasal 138 

Cuh.'Up jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukupjelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 139 
Ayat(l) 

Ayat (2) 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 141· 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Cukup jelas. 

Pasal 143 
Ayat (1) 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 144 
Cukup jelas. 

Pasal 145 
Cukup jelas. 

Pasa.l 146 
Cukup jelas. 

Pasal 147 
Cukup jelas. 
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Pasal 150 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2006 ten tang Pokok­
pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (1,embaran Daerah 
Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 41 Seri E), dicabut dan 
dinya takan tidak berlaku. 

Pasal 151 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinyn, 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
dalam J.,embaran Daerah Kabupaten Banyuas in. 

mcmcrintahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Pangk lan Balai 

Pad a tanggal "',.,-vrn 20 16 
SIN, 

~ 
.-·---

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016 
NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN 
PROVINS! SUMATERA SELATAN NOMOR 1 / BA/ 2016 




